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Abstrak : Penulisan skripsi ini dibuat melalui penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas 
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, baik 
Tahun 2011 maupun Tahun 2012. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 
menggunakan Pendekatan kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan 
studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2011 dikategorikan tidak efektif, sedangkan Tahun 
2012 masuk dalam kategori sangat efektif. Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai koreksi atau 
langkah perbaikan  adalah dikarenakan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2012 sangat efektif, maka tindak lanjut Sensus Pajak Nasional harus 
dilakukan secara optimal pula. 
Kata kunci: Sensus Pajak Nasional, Efektifitas 
Abstract : thesis writing is made through research that was conducted in Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat. The purpose of this training is for the cencus to determine the level of 
effectiveness of the National Tax at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, either in 2011 
or 2012. Research method used in this research is using the qualitative approach Data collection through 
interviews, documentation, and literature study. The result showed that implementation of The National 
Tax in 2011 at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat categorized ineffective, while the 
year 2012 in category is highly effective. Recommendation can be given as a corrective or remedial 
measures is due to the implementation of the national tax cencus at Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat is very effective in 2012, then further follow up national tax cencus should be done 
optimal. 




Dalam buku “Sensus Pajak 
Nasional siapa takut” karangan Sumarsan 
(2012, h.2) dipaparkan bahwa 
berdasarkan data BPS ( Biro Pusat 
Statistik) dan Direktorat Jenderal Pajak, 
jumlah perusahaan di Indonesia adalah 
sebanyak 22,3 juta (data BPS) yang 
setidaknya ada 12,9 juta perusahaan yang 
berpotensi untuk membayar pajak, 
namun ternyata perusahaan yang 
menyerahkan SPT Tahunan Badan pada 
April 2011 lalu hanya 466 ribu 
perusahaan, artinya rasio penyampaian 
SPT PPh Tahunan Badan terhadap badan 
usaha yang ada di Indonesia adalah 
sebesar 2,09% atau rasio penyampaian 
SPT Tahunan PPh Badan terhadap 
kelompok badan usaha yang berpotensi 
membayar pajak adalah 3,61%. 
 
Sedangkan dari 240 juta penduduk 
Indonesia, menurut Biro Pusat Statistik 
(BPS) terdapat 110 juta orang pekerja. 
Dari 110 juta orang tersebut diasumsikan 
bahwa mempunyai penghasilan di atas 
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 
adalah sekitar 50 juta orang, tetapi 
ternyata yang membayar pajak baru 8,5 
juta pekerja. Artinya, rasio SPT Tahunan 
PPh Orang Pribadi terhadap total 
kelompok pekerja aktif adalah sebesar 
7,73%, atau rasio SPT Tahunan Orang 
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Pribadi terhadap kelompok pekerja yang 
diasumsikan memiliki penghasilan di atas 
PTKP  (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 
adalah sebesar 17%. 
 
Dari pemaparan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa masih banyak warga 
negara khususnya orang pribadi maupun 
badan usaha yang memiliki penghasilan 
diatas Pendapatan Tidak Kena Pajak 
(PTKP) yang  belum menjalankan 
kewajibannya dalam melunasi utang 
pajaknya. Sangat terlihat bahwa potensi 
penerimaan pajak penghasilan di 
Indonesia sangat besar. 
 
Oleh karena itu, dari penjelasan 
diatas, penulis tertarik untuk meneliti 
“Analisis Efektifitas Pelaksanaan 
Sensus Pajak Nasional Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang 
Ilir Barat” yang akan disusun dalam 
bentuk penulisan skripsi 
 
2 LANDASAN TEORI 
 
2.1 Definisi Pajak 
Definisi pajak menurut Soemitro 
(2009, h.1) guru besar dalam Hukum 
Pajak pada Universitas Pajajaran, 
Bandung, dalam Siti Resmi, yaitu:  
”Pajak adalah iuran rakyat 
kepada kas negara (peralihan kekayaan 
dari sektor partikulir ke sektor 
pemerintah) berdasarkan undang-undang 
(dapat dipaksakan) dengan tiada 
mendapat jasa timbal (tegen prestasi), 
yang langsung dapat ditunjukkan dan 
digunakan untuk membiayai pengeluaran 
umum”. Unsur-unsur pokok dari definisi 
di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) 
dipungut berdasarkan Undang-undang, 
(3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak 
menerima atau memperoleh 
kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai 
pengeluaran umum Pemerintah. 
 
2.2  Efektivitas 
  
Berikut beberapa pengertian 
efektivitas yang saya kutip dari peneliti 
sebelumnya Erwis (2012, h.19) menurut 
para ahli, antara lain sebagai berikut: 
 
1) Menurut Sondang P. Siagian, 
efektivitas adalah pemanfaatan 
sumber daya, sarana, prasarana dalam 
jumlah yang secara sadar ditetapkan 
sebelumnnya untuk menghasilkan 
jumlah barang atas jasa kegiatan yang 
dijalankannya. Efektivitas 
menunjukkan keberhasilan dari segi 
tercapai tidaknya sasaran yang telah 
ditetapkan, jika hasil kegiatan 
semakin mendekati sasaran, berarti 
makin tinggi tingkat efektivitasnya. 
2) Menurut Abdurahmat, efektivitas 
adalah suatu ukuran yang menyatakan 
seberapa jauh target (kuantitas, 
kualitas, dan waktu) telah tercapai. 
Dimana makin besar presentase target 
yang dicapai, makin tinggi 
efektivitasnya. 
Hal terpenting yang perlu dicatat 
bahwa efektivitas tidak menyatakan 
berapa besar biaya yang telah 
dikeluarkan untuk mencapai tujuan 
tersebut, efektivitas hanya melihat 
apakah suatu program atau kegiatan telah 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Formula untuk mengukur efektivitas 
yang terkait dengan perpajakan adalah 
perbandingan antara realisasi penerimaan 
pajak dengan potensi pajak 
 
2.3 Definisi Sensus Pajak 
Sensus pajak nasional menurut 
website resmi Direktorat Jenderal Pajak 
www.pajak.go.id diakses 20 Agustus 
2012, merupakan kegiatan 
pengumpulan data mengenai kewajiban 
perpajakan dalam rangka memperluas 
basis pajak dengan mendatangi subjek 
pajak (orang pribadi atau badan) 
diseluruh wilayah Indonesia yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak.  
Menurut Sumarsan (2012, h.1), 
Sensus Pajak Nasional (SPN) adalah 
kegiatan pengumpulan data mengenai 
kewajiban perpajakan dalam rangka  
memperluas basis pajak, pencapaian 
target penerimaan perpajakan dan 
pengamanan penerimaan negara dengan 
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mendatangi Subjek Pajak di seluruh 
Indonesia, yang dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak dan bekerja 
sama dengan pihak lain. 
 
2.4 Manfaat Sensus Pajak Nasional 
Manfaat dari Sensus Pajak 
Nasional  menurut Sumarsan (2012, 
h.3) adalah sebagai berikut : 
1) Dengan adanya sensus, Wajib 
Pajak akan diingatkan untuk 
menyampaikan SPT (Surat 
Pemberitahuan) Tahunan PPh baik 
untuk Orang Pribadi atau Badan. 
Penyampaian SPT (Surat 
Pemberitahuan) Tahunan PPh 
berarti juga harus membayar pajak. 
Jadi, sensus akan meningkatkan 
penerimaan pajak. 
2) Masing-masing Kantor 
Pelaksanaan Pajak dapat 
melakukan update dan melengkapi 
profil Wajib Pajak. Dengan profil 
Wajib Pajak yang up to date, 
lengkap, dan akurat, maka Kantor 
Pelayanan Pajak yang 
bersangkutan dapat melihat potensi 
dari Wajib Pajak dan terhadap 
Wajib Pajak yang berpotensi akan 
“dikejar” sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan yang 
berlaku. Dalam hal ini dapat 
berbentuk himbauan, pemeriksaan, 
sampai penyitaan. 
3) Merupakan bagian dari upaya utuk 
menegakkan keadilan. Sesuai 
dengan fakta bahwa yang masih 
belum bayar pajak pada saat ini 
masih banyak sekali. Sedangkan 
masyarakat yang berpendapatan 
kecil sudah banyak yang 
membayar pajak, yaitu melalui 
pemotongan PPh (Pajak 
Penghasilan) Pasal 21 oleh 
pemberi kerja. 
4) Meningkatkan peran serta 
masyarakat Indonesia dalam hal 
ini Wajib Pajak dalam mendukung 
kelangsungan pembangunan 
melalui pembayaran sehingga 
bangga menjadi warga negara. 
5) Melakukan program ekstensifikasi 
yaitu dengan menjaring Wajib 
Pajak yang belum terdaftar (belum 
memiliki NPWP) dan objek pajak 
yang belum dipajaki. 
6) Melakukan program 
intensifikasi yaitu dengan 
mengoptimalkan pengenaan 
pajak atas Wajib Pajak atau 
objek pajak yang belum 
sepenuhnya mencerminkan 
keadaan yang sesungguhnya. 
Berdasarkan uraian diatas, 
maka Sensus Pajak Nasional berfungsi 
untuk meningkatkan penerimaan pajak, 
memutakhirkan data Wajib Pajak, 
menegakkan keadilan, dan 




2.5 Siklus Pelaksaanaan Sensus 
Pajak Nasional 
Menurut Sumarsan (2012, h.10) 
yang dilakukan oleh petugas Sensus 
Pajak Nasional dalam pelaksanaan 
Sensus Pajak Nasional adalah : 
1) Pada saat pelaksanaan SPN 
(Sensus Pajak Nasional), 
Petugas Sensus Pajak harus 
melakukan koordinasi dengan 
berbagai pihak, antara lain 
Pemerintah Daerah, Ketua 
RT/RW, pengelola/manajemen 
gedung perkantoran, 
perumahan, atau apartemen, 
perhimpunan/asosiasi, dan 
tokoh masyarakat. 
2) Petugas SPN (Sensus Pajak 
Nasional) dengan didampingi 
oleh pihak ketiga mendatangi 
responden dan menunjukkan 
Surat Tugas dan Tag Nama 
(Identitas). 
3) Petugas SPN (Sensus Pajak 
Nasional) memberikan 
penjelasan kepada responden 
terkait SPN (Sensus Pajak 
Nasional). 
4)  Petugas SPN (Sensus Pajak 
Nasional) meminta kesediaan 
responden untuk membantu 
memberikan informasi/data 
dengan wawancara. 
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5) Petugas SPN (Sesus pajak 
Nasional) mengisi FIS (Formulir 
Isian Sensus) berdasarkan data 
yang disampaikan oleh responden. 
6) Setelah mengecek kelengkapan 
pengisian FIS (Formulir Isian 
Sensus) dan ditandatangani oleh 
responden. 
7) Akhirnya, petugas SPN (Sensus 
Pajak Nasional) akan 
menempelkan stiker sensus di 
tempat yang mudah terlihat. 
 
3 METODELOGI PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis Tingkat Efektivitas dari 
Program Sensus Pajak Nasional dalam 
Meningkatkan Penerimaan Pajak untuk 
Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat. Berdasarkan 
pengelompokan tersebut, maka 
penelitian ini termasuk penelitian 
kualitatif deskriptif karena penelitian 
ini bermaksud memaparkan efektivitas 
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 
pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian dari penelitian 
ini adalah Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat, alasan 
yang mendasari pemilihan objek 
penelitian ini adalah karena yang 
melaksanakan program Sensus Pajak 
Nasional khususnya di wilayah 
Palembang salah satunya adalah Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang 
Ilir Barat. Sedangkan Subjek 
penelitiannya adalah data mengenai 
implementasi Sensus Pajak Nasional di 
Palembang dimiliki oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang 
Ilir Barat.  
 
3.3 Jenis Data 
penelitian ini menggunakan dua 
jenis data, yakni data primer dan 
sekunder. Data primer dalam penelitian 
ini didapat dari wawancara langsung 
dengan pihak Kantor Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat, sedangkan data 
sekunder dalam penelitian ini didapat 
dari data yang telah diolah oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang 
Ilir Barat mengenai pelaksanaan Sensus 
Pajak Nasional di  Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
prosedur pengumpulan data  
yang dilakukan dalam penelitian ini ada 
tiga cara yaitu : 
1. Wawancara, yaitu dengan 
mengadakan tanya jawab yang 
dilakukan langsung dengan 
responden, yaitu dari pihak Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat. 
2. Dokumentasi, yaitu pencatatan 
atas dokumen-dokumen atas data-
data penerimaan pajak 
penghasilan, yang tersedia di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat 
3. Studi Kepustakaan yaitu bentuk 
pengambilan data dengan cara 
membaca buku-buku yang ada 
hubungannya dengan masalah 
yang dibahas 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul 
kemudian dilakukan analisis data. 
Analisis data yang digunakan oleh 
peneliti adalah analisis deskriptif 
dengan menekankan pada pembahasan 
data-data secara sistematika dan tidak 
menyimpulkan hasil penelitian. Dalam 
analisis ini peneliti menggunakan 
tehnik analisis deskriptif rasio, rasio 
yang digunakan adalah rasio efektivitas. 
Untuk mengetahui apakah suatu 
organisasi dikatakan efektif harus 
diperlukan suatu indikator sebagai tolok 
ukur untuk mengetahui tingkat 
keefektifan suatu objek. Untuk 
menganalisa tingkat keefektifan 
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat, maka digunakan 
rumus sebagai berikut : 






Sumber : Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat 
 
Untuk mengukur keefektifan, maka 
digunakan indikator sebagai berikut: 
 
Tabel 3.1 
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 
 
Persentase Kriteria 
>100% Sangat efektif 
90 – 100% Efektif 
80 – 90% Cukup Efektif 
60 – 80% Kurang Efektif 
<60% Tidak Efektif 
 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri NO 
690.900.327 Tahun 1996 
 
Dari tabel diatas 
menunjukkan bahwa apabila 
persentase yang dicapai lebih dari 100 
persen berarti sangat efektif, dan 
apabila persentase kurang dari 60 




Perkembangan Jumlah Wajib Pajak 
pada Kantor pelayanan Pajak 






(%) Badan OP Total 
2006 3.528 8.914 12.442   
2007 4.728 25.848 30.576 18.134 145,75 
2008 5.311 35.219 40.530 9.954 32,55 
2009 5.734 53.900 59.634 19.104 47,13 
2010 5.813 68.251 74.064 14.430 24,20 
2011 5.906 79.129 85.035 10.971 14,81 









 Sumber : Data yang Diolah 
 
Jika dilihat dari total kuantitas 
Wajib Pajak , maka terlihat penambahan 
kuantitas Wajib Pajak dari Tahun 2006 
sampai dengan 2012. Namun jika dilihat 
kuantitas penambahan Wajib Pajak dari 
Tahun 2006 sampai 2012, maka terlihat 
bahwa penambahan per tahunnya tidak 
selalu meningkat dari tahun sebelumnya. 
Pada Tahun 2008 penambahan Wajib 
Pajak baru 9.954 lebih rendah 
penambahannya jika dibandingkan dengan 
tahun 2007. Mulai dari tahun 2010 sampai 
2012 penambahan kuantitas Wajib Pajak 
mengalami penurunan dari tahun 
sebelumnnya. 
Pada Tahun 2007 rasio 
peningkatan kuantitas Wajib Pajak 
145,75% jika dibandingkan dengan Tahun 
2006. Pada Tahun 2008 mengalami 
penurunan peningkatan kuantitas Wajib 
Pajak baru, yakni 32,55% jika 
dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. 
Pada Tahun 2009 rasio peningkatan 
kuantitas Wajib Pajak 47,13%, pada Tahun 
2010 24,20% Rasio peningkatan kuantitas 
Wajib Pajak jika dibandingkan dengan 
Tahun 2009.  Pada Tahun 2011 rasio 
peningkatan kuantitas Wajib Pajak sebesar 
14,18%  jika dibandingkan dengan 
peningkatan kuantitas Wajib Pajak di 
Tahun 2010. Pada Tahun 2012 terjadi 
penurunan peningkatan Wajib Pajak baru, 





   Sumber : Data yang Diolah 
 
Gambar 4.4 Penambahan Jumlah 
Wajib Pajak pada KPP Pratama 
















Efektivitas Pelaksanaan SPN =
realisasi  SPN   
𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡  𝑆𝑃𝑁
 x 100 % 




Target dan Realisasi SPN di KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat 
 
Sumber : Data yang Diolah 
 
Pada Tahun 2011 target Sensus 
Pajak Nasional adalah 4.000 Formulir 
Isian Sensus, namun realisasinya hanya 
terkumpul 900 Formulir Isian Sensus. 
Sedangkan, di Tahun 2012 target Sensus 
Pajak Nasional adalah 14.000 Formulir 
Isian Sensus namun realisasinya terkumpul 
15.001 Formulir Isian Sensus. 
Untuk menghitung efektifitas 
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional maka 
dilakukan pengukuran dengan 
membandingkan antara realisasi serta 
target dari Sensus Pajak Nasional. Pada 
Tahun 2011, rasio efektifitas Pelaksanaan 
Sensus Pajak Nasional adalah 22,5 % , 
sedangkan pada Tahun 2012 rasio 
efektifitasnya adalah 107,15%.  Menurut 
klasifikasi pengukuran efektifitas, maka 
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat pada Tahun 2011 
masuk dalam kategori tidak efektif, 
sedangkan untuk Pelaksanaan Sensus 
Pajak Nasional pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Palembang Ilir Barat pada 
Tahun 2012 dikategorikan sangat efektif. 
Pelaksanaan Sensus Pajak 
Nasional Tahun 2011 pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir 
Barat tidak efektif dikarenakan waktu 
produktif yang dapat digunakan hanya 3 
(tiga) bulan, dan dalam waktu 3 (tiga) 
bulan ini dilakukan tahap perencanaan 
Sensus Pajak Nasional sampai tahap 
Perekaman data Formulir Isian Sensus. 
Sensus Pajak Nasional Tahun 2011 
dilaksanakan Pada bulan September 2011 
sampai dengan bulan November 2011, 
dimana Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat saat itu sedang 
berfokus pada penerimaan pajak Tahun 
2011. Namun, pada Tahun 2012 
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat digolongkan pada 




Berdasarkan analisis data dan 
pembahasan yang telah dilakukan pada 
Bab IV, maka penulis dapat menarik 
beberapa kesimpulan, yaitu : 
1. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 
pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Tahun 2011 digolongkan 
dalam kategori tidak efektif dengan 
rasio efektifitas 22,5%. Namun, 
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 
pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Tahun 2012 
digolongkan dalam kategori sangat 
efektif dengan rasio efektifitas 
sebesar 107,15%. 
2. Kendala yang dialami dalam 
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional 
pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat  
Tahun 2011 adalah keterbatasan 
waktu pelaksanaan Sensus Pajak 
Nasional, yakni hanya 3 (tiga) 
bulan, mulai September 2011 
sampai dengan November 2011, 
dimana diwaktu yang sama Kantor 
Pajak Pratama Palembang Ilir Barat 
sedang berfokus pada Penerimaan 
Pajak Tahun 2011 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan yaitu mengukur 
efektifitas pelaksanaan Sensus Pajak 
Nasional pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Palembang Ilir Barat maka 
masukan yang dapat peneliti berikan 
adalah : 
1. Sebelum menjalankan suatu program 
baru sebaiknya dipertimbangkan 
terlebih dahulu faktor internal maupun 
eksternal yang mempengaruhi 
keberhasilan pencapaian dari program 
yang akan dilaksanakan, dan dalam 
kasus ini yakni Sensus Pajak Nasional, 
karena pada Tahun 2011 pelaksanaan 
Sensus Pajak Nasional tidak efektif. 
Tahun Target Realisasi Rasio 
efektifitas 
2011 4.000 FIS 900 FIS 22,5 % 
2012 14.000 FIS 15.001 FIS 107,15 % 
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Sedangkan dalam menjalankan Sensus 
Pajak Nasional menggunakan budget 
yang besar. Lebih baik jika 
pelaksanaannya ditunda untuk 
mencapai hasil yang lebih maksimal. 
2. Dikarenakan Pelaksanaan Sensus 
Pajak Nasional pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Palembang 
Ilir Barat Tahun 2012 sangat efektif, 
maka tindak lanjut Sensus harus 
dilakukan secara optimal pula.
 
